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BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR (.. |, TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

a.

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMANDAU,

bahwa dalam rangka terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah
yang efektif dan efisien, menuju tata kelola pemerintahan yang baik,
meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, dalam pemberian
hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Peridapatan
dan Belanja Daerah, dipandang perlu menyusun Prosedur dan
Mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
Anggaran 2013 sebagai pedoman pelaksanaan bagi SKPD terkat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Prosedur dan
Mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3298);

Undang-undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik iIndonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

14.
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Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2012
tentang APBD Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 101) Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 54 seri A);

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Betanja Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 262);

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2012 tentang sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten lamandau
Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2012 Nomor 203).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepata Daerah adalah Bupati Lamandau.

1
2.

3.



4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
pengelolaan APBD.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

7. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana
kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan
dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah (ainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

10. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara
terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial

11. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya
kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan
bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian
hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah
daerah dengan penerima hibah.

13. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat
warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi,
fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non
pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi aemberian hibah dan
bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa uang atau barang dan jasa.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa uang atau barang.



BAB il
HIBAH

Bagian Kesatu
Pasal 4

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria paling
sedikit :

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:
pemerintah;

pemerintah daerah lainnya;
perusahaan daerah;
masyarakat; dan/atau
organisasi kemasyarakatan.

Ponoe

Pasal 6

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan
kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana
diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,
diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang
diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan
kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian,
pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-
profesional.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diberikan
dengan persyaratan paling sedikit :
a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang
bersangkutan.
(2) Hibah kepada organisast kemasyarakatan sebagatmana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), diberikan dengan persyaratan paling sedikit :



(3) telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

(4) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan

(5) memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 8

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara
tertulis kepada Bupati

(2) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalut TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), menjadi dasar pencantuman alokasi
anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 10

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi
dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 11

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,
jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada
PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah
barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian
obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat
berkenaan pada SKPD.

(3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicantumkan
nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 12

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.



Pasal 13

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh
Bupati dan penerima hibah;
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
ketentuan mengenat :
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan di terima
hak dan kewajiban;
d. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
e. tata cara pelaporan hibah.
(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangant NPHD.

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa
yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang
APBD dan peraturan Bupati tentang perijabaran APBD.

(2) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan
setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung
(LS).

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 16

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati
melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun
anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis
belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

usulan dari calon penerima hibah kepada Bupaty

keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;

NPHD;

pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; dan

onow



e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima
barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan h:bah
yang diterimanya;

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima
telah digunakan sesuai NPHD; dan

¢. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-
undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima
barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

(3) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b,
disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, disimpan dan
dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun
aanggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan
akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas
laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud ayat (1), tercantum pada lampiran | Peraturan Bupatt in;

(3) Format konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana
tercantum pada lampiran Il Peraturan Bupati int

BAB IV
BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum
Pasal 22

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok
masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat meliputi :

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil
sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar
dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan

b. lembaga non pemerintahan bidang. pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dart kemungkinan
terjadinya resiko sosial



Pasal 24

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat(1), memenuht

kriteria paling sedikit :

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecualt dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan;

(2) sesuai tujuan penggunaan.

(3) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan
sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan resiko social

(4) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b,
meliputi :

a. memiliki identitas yang jetas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

(5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan
setiap tahun anggaran.

(6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc,
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari resiko social

(7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa
tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosiat,
d. jaminan sosial;

. penanggulangan kemiskinan; dan

penanggulangan bencana.

baal )

Pasal 25

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk
memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungst
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b, ditujukan
untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuht sesuai
dengan kebutuhan dasar minimat

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf ¢, ditujukan
untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarmya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d, merupakan skema
yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e,
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian
dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f,
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 26

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima
bantuan sosial



(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah uang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan
pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan
tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah barang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional
untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk
nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, temak bagt
kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 27

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupat

(2) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada aya:
(3), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasat
27 ayat (3) dan ayat (4), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan :csial
dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Anggaran
bantuan sosiat berupa uang dan/atau barang.

Pasal 29

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi
dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1),
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial,
obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2),
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program
dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja
bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat,
dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak
ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial

Bagian Ketiga
Pelaksanaan danPenatausahaan
Pasal 31

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.



Pasal 32

(1) Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada penetapan penerima bantuan
sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung
(LS).

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,(lima
juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan
sosial

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan danPertanggungjawaban
Pasal 34

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada Bupati rrielalui kepata SKPD terkait.

Pasal 35

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial
pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 36

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati

b. keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan social

c. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti
serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 37

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputt
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-
undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah
terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.



(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, disampaikan
kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya,
kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, disimpan dan
dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 38

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam
tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam
neraca.

Pasal 39

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi
nemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas
'Laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran | Peraturan Bupati inL

(3) Format konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana
tercantum pada lampiran |l Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 40

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan
sosial

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
Kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi
pengawasan.

Pasal 41

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2),
terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang
telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sankst
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB Vi
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

(1) Dalam hal pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b,tidak
terus menerus setiap tahun anggaran, maka badan/lembaga/organisasi yang telah
menerima hibah baru dapat menerima hibah setelah minimal 1 (satu) tahun berikutnya.

(2) Format Surat Pengantar  Usulan/Proposal hibah dariLembaga/Organisasi Ke-
aryarakatan/Kelompok Masyarakat dan garis besar usulan/proposal Hibah dan 3a”tuan
Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran Il dan IV Peraturan Bupati int

(3) Format Surat Rekomendasi SKPD teknis terkait atas Usulan/Proposal hibah dan bantuan
sosial dari Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat dan garis besar
usulan/proposal Hibah sebagaimana tercantum pada {ampiran V dan VI Peraturan
Bupati ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Dengan diberlakukan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46

Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagt

Pasal 44
Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 01 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati int
dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Lamandau.

EAGIAN HU,\UAMMAI;IDAU

SETDARABUPATERS Ditetapkan di Nanga Bulik

JABATAN RAF
padatanggal 21§ - |- Dol d

WABUP

SETOA YLow BUPATI LAMANDAU,
ASISTEN

KABBAG _:\>

r MARUKAN

KASUBBAG /

PELAKSANA

Diundang di Nan

padatanggal 282 —\% - 2ol &
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

Arndme .

ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR L4Y. &



LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor

Tanggal

Tentang : Prosedur Dan Mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah.

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU
JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

A. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD :
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN REALISAS! ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20xx

Anggaran .
Nl_?rr:f r Uraian Setelah Realisast (Klfrg:‘ )

Perubahan g
1 Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pendapatan pajak daerah
112 Pendapatan retribusi daerah
Pendapatan hasil pengelolaan
1.1.3 Kekayaan daerah yang

Di isahkan

Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

114

Jumlah

2 Belanja

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja Pegawali

2.2 Belanja Langsung

221

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

- Hibah barang/jasa yang diserahkan
Kepada pihak ketiga/masyarakat

- Bantuan sosial barang yang di
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat

- Barang/jasa selain hibah dan
bantuan sosial

2.2.3 |Belanja Modal

Jumlah
Surplus /




B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA
BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

- z-<enaan (SILPA}

berkenzaan (SILPA)

2 Uraian "} Gabungan, | i Uratan = Pemda:
_ Zz~dapatan | Pendapatan
- cz~dapeztan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah
: Sendzpatan pajak daerah XXX —»| Pendapatan pajak daerah Xxx
- Pandapatan retribusi _daerah XXX ——|  Pendapatan retribusi__daerah Xxx
Hasil pengelolaan kekayaan o »| Hasil pengelolaan kekayaan XX
dasrah yang dipisahkan daerzh yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah XXX —| Lain-lain PAD yang sah XXX
..umiah Pendapatan Asli Daerah XXX Jumlah Pendapatan Asli Daerah Xxx
2anz perimbangan ? XXX {—| Dana transfer Xxx
.zir-lain pendapatanyang sah ! XXX —»_ Lain-lain pendapatan yang sah Xxx
) Jumiah pendapatan XXX , Jumlah pendapatan Xxx
3zianja * Belanja
Zzlanja Tidak Langsung XXX Belanja Cperasi Xxx
Zelanja Pegawai XXX Belanja Pegawai Xxx
2unga XXX Belanja Barang P Xxx
Subsidi XXX i
“bah XXX Bunga Xxx
- Zantuan Sosial XXX Subsdi Xxx
zzianja Langsung XXX Hibah Xxx
Zzianja pegawai XXX Bantuar Sosial Xxx
2z .anja Barang dan Jasa i XXX - Belanja Modal Xxx
_ -ibah  barang/jasa  yang XX '
jiserarkan  kepada  pihak '
<etiga/masyarakat i
I Zantuan sosial barang/jasa XX
vang diserahkan kepada pthak
<etiga/masyarakat
: 3arang/jasa selain 1) dan 2) XX
Z:.2nja modal XXX
Jumlah belanja XXX Jumlah belanja Xxx
Surplus / defisit i XXX Surplus / defisit Xxx
- =~blayaan daerah | »| Pembiayaan daerah
- z~erimaan pembiayaan XXX » | Penermaar pembiayaan Xxx
-z~ geluaran pembiayaan XXX Pengeluaran pembiayaan Xxx
Pembiayaan neto XXX Pembiayaan neto Xxx
- 12 lebih pembiayaan tahun XXX Sisa lebth pembiayaan tahun Xxx




.

B. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20xx

(Dalam Rupiah)

. Anggaran Lebih
Ul\:gt Uratan S(gtgelah Realisasi | Kurang
Perubahan
1 Pendapatan
1.2 Dana Pertimbangan
121, Dana Bagi Hasil
1231 Dana Bagi Hasil Pajak
1212 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Da a Alam
122 Dana Alokasi Umum
123 Dana Alokasi Khusus
13 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
131 Pendapatan Hibah
1.3.27 Dana Darurat
133 Dana E..agi Hasil Pajak _dari Provinsi dan
e Pemerintah Daerah Lainnnya
134 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
135 i
Daerah lainn a
Jumlah Pendapatan
2 Belanja
21 Belanja Tidak Langsung
211 Belanja Pegawal
212 Belanja Bunga
213 Belanja subsidi
214 Belanja Hibah
215 Belanja Bantuan Sosial
216 Betanja Bagi Hasil
217 Belanja Bantuan Keuangan
218 Belanja Tidak Terduga
223 Belanja Modal
Jumlah Belanja
SURPLUS/(DEFISIT)
3 Pembiayaan Daerah
31 Penerimaan Pembiayaan Daerah
311 Penggunaan SiLPA
312 Pencairan Dana Cadangan
3.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Dipisahkan
314 Penerimaan Pinjaman Daerah
3.15 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3.16 Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah Penerimaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
321 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.23 Pembayaran Pokok Utang
3.24 Pemberian Pinjaman Daerah
. Jumlah Pengeluaran
- #osir Pemblaydan Neto
33 Sisa LelitEPAARidyaan Adggaran (SILPX
JARATAN PAFAT
KI5 \ B LAMANDAU
SETTA -
e 5 S ARUKAN
KASUBBAG ?\
PELAKSANA 1




LAMPIRAN Il

A. FORMAT KONSOLIDASI

Nomor
Tanggal
Tentang

PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Prosedur Dan Mekanisme Penganggaran,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluast
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

No Uraian SATKER 1 SATKER 2 PPKD Gabungan
1  |Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah
3 pajak daerah - Yook o
Pendapatan
4 Pendapatan retribusi daerah XXX Xxx Xoex
5 Hasil pengelolgarj kekayaan s o Xk
( daerah yang di pisahkan
4
5 |Lain-lain_PAD yang sah XXX Xxx Xxx
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX Xxx Xxx
8 |Dana Perimbangan XXX Xxx
9  [Lain-lain pendapatan yang sah XHX XXX
10 Jumlah pendapatan XXX Xxx XXX Xxx
11 Belanja
12 Belanja Tidak Langsung XXX Xxx XXX Xxx
121  [Belanja Pegawai XXX Xxx XXX Xxx
122 |Bunga XXX Xxx
123 [Subsidi XXX Xxx
124  |Hibah XXX Xxx
12.5 Bantuan Sosial XXX Xxx
12.6 Belanja Langsung XXX Xxx Xxx
13 Belanja pegawat XXX Xxx Xxx
Belanja Barang dan Jasa
[ 1) Hibah barang/jasa yang
\ 4 diserahkan kepada pihak
: XXX XXX
ketiga/masyarakat i S Xxx
2) Bantuan sosial barang yang S " XX
diserahkan kepada pihak o . XX
ketiga/masyarakat
3) Barang/jasa selain hibah dan
bantuan sosial
Belanja modal XXX XXX Xxx
14 Jumlah belanja XXX XXX XXX Xxx
15 Surplus / defisit XXX XXX XXX Xxx
16  |Pembiayaan daerah
17 Penerimaan pembiayaan XHX Xxx
18 Pengeluaran pembiayaan XXX Xoox
19  |Pembiayaan neto BAC AN 11 iag = XXX Xxx
Lo [Sisa tebih pembiayAal RABUPATEN LAMANDAU |
XXX Xxx
berkenaan (SILPA) JABATAN RAF
WABUP y
v B LAMANDAU,
SETDA )‘L }
ASISTEN '
A
i iy ARUKAN
| RASUBBAG |- |
s i

LTl AW ANA




LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor
Tanggal
Tentang

. Prosedur Dan Mekanisme Penganggaran,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah.

Contoh Surat Pengantar Usulan / Proposal

Alamat : JL

KOP LEMBAGA/ORGANISASI
......... [0532] ceeeeeeee. Nanga Bulik 74662

Nanga Bulik,

Kepada
Nomor : [diisi kode dan nomor organisasi] Yth. Bupati Lamandau
Sifat : [diist sifat surat penting/biasa] Up. Sekretaris Daerah
Lampiran : [diisi banyaknya dokumen lampiran] Di _
Hal : [diist maksud usulan] NANGA BULIK

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

keterangan :

1) Ditanda tangani dan dicap

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

2) Nama Lengkap dan JkaKegng{ﬁﬁﬁiﬁeﬂ@Lembaga/Organisasl ybs
[ SETDA KABUPATEN LAMANDAU |

JABATAN A PARAF b
BUPATI LAMANDAU,
WABUP N
SETDA A w
ASISTEN MARUKAN
KABBAG W ax
| “ASUBBAG r 5
| pris k



LAMPIRAN IV . PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor
Tanggal
Tentang

Contoh :

. Prosedur Dan Mekanisme Penganggaran,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah.

Garis Besar Usulan/Proposal Hibah atau Bantuan Sosial minimal memuat meliputi :

Sampul / Cover Proposal

|. Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar Pembentukan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan

Il. Program Kerja Organisast
A. Program Kerja
B. Rencana Kegiatan
C. Kelompok Sasaran
D. Pendanaan Kegiatan

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

lll. Pelaksanaan
A. Tahap Perencanaan
B. Tahap Persiapan
C. Tahap Pelaksanaan
D. Tahap Pelaporan

IV. Penutup

Lampiran-Lampiran :
1. SK Organisast

2. Susunan Pengurus/Struktur Organisasi
3. Alamat Sekretariat Tetap Organisast
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LAMPIRAN V  : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor

Tanggal

Tentang : Prosedur Dan Mekanisme Penganggaran,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah.

Contoh 1 : Surat Rekomendasi Atas Usulan/Proposal Hibah
KOP SKPD ....
Nanga Bulik, ....c..cceeueecnee. 201x

Kepada
Yth. Bupati Lamandau
Cg. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Di-
NANGA BULIK
REKOMENDASI
Nomor :
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan
Jabatan
Setelah melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal dari ....... [dliisi dengan nama organisas(] =esuai

ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang ==doman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, dengan ini kami
merekomendasikan :

1.Calon enerima dana hibah seban ak .... /dllsi denganjumiah organisasijterdiri dari
Nama N Besar Dana Yang
No. Organisasi o?";g:::s'} Alamat Usul(z;n [))ana Direkomendasikan
Calon Penerima g P- (Rp.)

*) Tabel ini dapat dibuat terpisah sebagai lampiran

2. Organisasi tersebut benar-benar layak untuk memperoleh dana hibah dari Pemerintah
Kabupaten Lamandau pada tahun 201x.

3. Kelengkapan berkas sebagai persyaratan administrasi penerima dana hibah sebagaimana
terlampir.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana -nestinya.
Kepala SKPD ...

Nama Lengkap
Pangkat ...
NIP



